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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini
adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.
158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus inguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini
sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan
dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan
tanda sekaligus.
Di bawabh ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf

latin.
Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa S es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
z Ha H ha (dengan titik di
bawah)
z Kha Kh ka dan ha




2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di
atas)
D Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
Ta T te (dengan titik di
L bawah)
Za Z zet (dengan titik di
L bawah)
‘ain ‘ koma terbalik (di
& atas)
Gain G Ge
¢
Fa F Ef
Qaf Q Qi
P
< Kaf K Ka
Lam L El
J
Mim M Em

Vi




o Nun N En
Wau W We
3
Ha H Ha
hamzah ’ Apostrof
Ya Y Ye
&
b. Vokal
Vokal Vokal Vokal
tunggal rangkap panjang
I= A i a
i = U }i et Au }i =u

c. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

ZUIVEN % Ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

dab b Ditulis fatimah

d. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:
Wy Ditulis rabbana
2 Ditulis al-bir

Vil



e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
wwadd)  Ditulis asy-syamsu
da A Ditulis ar-rajulu
8 Ll Ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf gamariyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti
terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan

tanda sempang.
Contoh:
a8l Ditulis al-gamar
& Ditulis al-badi’
J3all  Ditulis al-jalil

f. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan.
Akantetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di
akhir kata, hurufhamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof

/.
Contoh:
iyl Ditulis umirtu
& o Ditulis syai 'un
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ABSTRAK

DIFANTI AMELIANANDA ZAFITRIANI. 2024. KEPASTIAN
HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK-
PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL Dl
INDONESIA.

Dosen Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Pelaksanaan Jaminan Produk-Produk yang telah bersertifikat
halal merupakan amanah dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan sampai sekarang
produk-produk yang telah bersertifikat Halal itu tidak dilakukan
monitoring secara berkala dan belum ada petugas secara khusus yang
melakukan monitoring secara berkala. Sehingga menyebabkan aspek
kehalalan produk yang telah bersertifikat Halal tidak lagi terjamin
kehalalan produknya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif
dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual. Adapun sumber data yang digunakan yaitu
sumber data bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunan
lainnya. Sumber hukum kedua yaitu bahan hukum sekunder yang terdiri
dari berbagai buku dan jurnal yang sesuai dengan pembahasan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, asas Kepastian Hukum
belum terjamin di dalam regulasi terkait jaminan pelaksanaan
pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal. karena pada
umunya aturan hanya mengatur secara umum dan belum sampai kepada
teknis pelaksanaan pengawasan sehingga mencerminkan adanya
ketidakpastian Hukum dalam regulasi tersebut. Dampak dari adanya
ketidakpastian hukum tersebut adalah tidak adanya jaminan kehalalan
produk-produk yang telah bersertifikat Halal, karena kenyataan di
masyarakat pun belum dilakukan monitoring dan pengawasan secara
khusus yang dilakukan oleh Satgas Halal.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Pengawasan, Produk-produk yang
telah bersertifikat halal.
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ABSTRACT
DIFANTI AMELIANANDA ZAFITRIANI. 2024. LEGAL
CERTAINTY IN IMPLEMENTING SUPERVISION OF HALAL
CERTIFIED PRODUCTS IN INDONESIA.
Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

The implementation of the guarantee for products that have been
certified as halal is a mandate of the Halal Product Guarantee Law. But
in reality, what has happened in the field up to now is that products
which have been certified as Halal are not regularly monitored and there
are no special officers who carry out regular monitoring. This causes
the halal aspects of products that have been certified as Halal to no
longer guarantee the halalness of the product.

This type of research is normative juridical legal research using
a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used
are primary legal material data sources which include Law Number 33
of 2014 concerning Halal Product Guarantees and other derivative
regulations. The second source of law is secondary legal material which
consists of various books and journals that are appropriate to this
discussion.

The results of this research indicate that the principle of legal
certainty has not been guaranteed in regulations related to guaranteeing
the implementation of supervision of products that have been certified
halal. because in general the regulations only regulate in general terms
and do not yet address the technical implementation of supervision, thus
reflecting legal uncertainty in these regulations. The impact of this legal
uncertainty is that there is no guarantee of the halalness of products that
have been certified Halal, due to the fact that in society there has not
been any special monitoring and supervision carried out by the Halal
Task Force.

Keywords: Legal certainty, supervision, products that have been
certified halal.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Pelaksanaan Jaminan Produk-Produk yang telah bersertifikat
halal merupakan amanah dari Undang-Undang Jaminan Produk
Halal. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa yang dimaksud
dengan Jaminan Produk Halal adalah Kepastian Hukum terhadap
kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat
Halal .

Dalam pembentukan perundang-undangan ataupun peraturan
hukum lainnya, asas-asas hukum dijadikan sebagai dasar utamanya.
Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo bahwa asas hukum
dapat disebut pula sebagai jantungnya dari peraturan hukum,
sehingga sangat diperlukan untuk memahami suatu peraturan.
Dalam pembentukan aturan hukum, asas kepastian hukum memiliki
tujuan utama vyaitu agar terciptanya suatu kejelasan terhadap
peraturan hukum tersebut. Didasarkan pada teori yang dikemukakan
oleh salah satu pakar ahli hukum yaitu Gustav Radbruch dalam
bukunya yang berjudul “einfiihrung in die rechtswissenschaften”.
Menurut beliau, nilai dasar dalam hukum ada 3 (tiga), yakni: (1)
Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); (3)
Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).?

Isu adanya kepastian hukum di Indonesia sebenarnya sudah ada
sejak kedatangan belanda membawa Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana ke Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 281 ayat
(1) amandemen kedua UUD NRI 1945. Namun pada awalnya isu
tentang kepastian hukum tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat
sehingga akhirnya tidak mendapat perhatian khusus di dalam
perkembangan hukum di Indonesia. Pada akhirnya isu tentang

1 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014,” no.1
(2014): 2, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014.

2 Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas
Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal
Crepido 1, no.1 (2019): 13-14.
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kepastian hukum di Indonesia antara hukum positif dan hukum adat
pun mulai beredar dan mendapatkan perhatian khusus dengan
diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan dan
dalam RUU KUHP.3

Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap
tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.* Adanya
kepastian hukum juga dapat membuat masyarakat lebih mudah
dalam mudah mengontrol perilakunya agar sesuai dengan peraturan
yang berlaku di Negara kita. Terlaksananya asas kepastian hukum,
maka akan memiliki dampak untuk masyarakat, yaitu keadaan yang
sejahtera.

Dalam kaitannya dengan suatu regulasi, peneliti melihat
bahwasannya regulasi yang diduga belum mencerminkan aspek
kepastian hukum itu adalah regulasi terkait dengan teknis
pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat
Halal. Jaminan Produk Halal itu sebenarnya sudah diatur dalam
suatu regulasi. Salah satu regulasi yang mengatur adalah Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dimana Peraturan
Pemerintah ini memberikan aturan tentang pengawasan
penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, termasuk pengawasan
terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal.

Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwasanya
Jaminan Produk Halal itu nantinya akan dilakukan pengawasan
secara berkala. Tetapi pada kenyataannya teknis pelaksanaan
pengawasan secara berkala terhadap produk-produk yang telah
bersertifikat halal itu belum diatur secara khusus di dalam suatu

% Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia,”
Administrative Law and Governance Journal 3, no. 1 (2020): 114-23,
https://doi.org/10.14710/alj.v3il.

4 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek
Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan,” Journal Warta Edisi 59, (2019): 7.
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perundang-undangan. Karena belum diatur teknis pelaksanaa
pengawasan yang menyebabkan belum dibentuknya satgas halal.
Maka yang terjadi di lapangan sampai sekarang produk-produk yang
telah bersertifikat Halal itu tidak dilakukan monitoring secara
berkala dan belum ada petugas secara khusus yang melakukan
monitoring secara berkala. Ketika belum adanya aturan khusus yang
memerintahkan monitoring secara berkala kemudiam mungkin
sekali produk-produk yang telah bersertifikat Halal itu tidak lagi
menjaga kehalalan produknya, karena tidak adanya satgas yang
melakukan pengawasan.

Oleh karena itu harusnya di dalam regulasi tersebut dapat
menjamin bahwasannya produk yang dikonsumsi ataupun produk
yang beredar di Indonesia betul-betul dipastikan aspek kehalalannya.
Karena mengingat masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat
muslim, dimana masyarakat muslim itu wajib mengonsumsi produk-
produk yang halal. Hal ini dikaitkan dengan tujuan adanya sertifikasi
halal itu memang untuk memberikan kepastian hukum bahwasanya
produk-produk yang beredar itu telah bersertifikat halal. Namun
ketika produk tersebut telah bersertifikat halal membutuhkan juga
jaminan bahwasanya produk-produk yang telah bersertifikat halal itu
juga terjamin kehalalannya karena dimungkinkan ada pihak-pihak
yang berkepentingan yang setelah memperoleh sertifikasi halal
kemudian tidak menjaga kehalalan produknya. Oleh karena itu,
jaminan produk halal akan menjadi suatu hal yang sangat penting
untuk mendapatkan perhatian dari Negara dan juga para pelaku
usaha.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada pasal 8
dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi

20
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barang/atau jasa dan lainnya, dalam artian mengawasi proses
produksi suatu produk tersebut.®

Berdasarkan penelusuran aturan yang telah penulis lakukan
adanya jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang telah
bersertifikat halal tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
dalam Pasal 103. Akan tetapi regulasi tersebut belum sampai pada
ranah teknis dan sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah
yang dibuat secara turunan dari peraturan pemerintah tersebut. Fakta
yuridisnya belum adanya undang-undang secara khusus dan dalam
teknik lapangan belum di bentuk satgas secara khusus yang
memantau bagaimana jaminan kehalalan atas produk-produk yang
telah bersertifikat halal. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk
halal sementara ini hanya baru disebutkan produk-produk yang telah
bersertifikat halal itu wajib menjaga kehalalan atas produknya.
Tetapi untuk menjaga kehalalan atas produk tersebut harus ada
lembaga ataupun petugas yang memiliki wewenang secara khusus
untuk memantau dan memeriksa kehalalan di setiap produk yang
telah bersertifikat halal, namun nyatanya hingga sekarang belum
dibentuk lembaga tersebut.

Mayoritas di Indonesia adalah konsumen muslim yang
membutuhkan adanya kepastian hukum terhadap kehalalan suatu
produk, baik berupa makanan, minuman, ataupun barang konsumsi
lainnya. Dengan perkiraan jumlah konsumen muslim di Indonesia
mencapai 204,8 juta jiwa yang menjadikan berkembangnya pasar di
Indonesia dengan mayoritas konsumen muslim yang sangat besar
mempengaruhi keadaan pasar. Jaminan akan produk halal di
Indonesia menjadi suatu hal yang menarik dan harus mendapatkan
perhatian yang pasti dari pemerintah Negara Indonesia.®

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna
menelusuri regulasi-regulasi yang memberikan kepastian hukum

5 M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, “Hukum
Perlindungan Konsumen di Indonesia,” (Jakarta Barat: Akademia, 2012), 72.

6 May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia,” Jurnal Legislasi
Indonesia 14, no.1 (2017): 99-108.
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terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan membahas mengenai:
“KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN PRODUK-PRODUK YANG TELAH
BERSERTIFIKAT HALAL DI INDONESIA”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat
pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum terimplementasikan dalam
Menjamin Produk-produk yang telah bersertifikat Halal di
Indonesia?

2. Bagaimana Akibat Hukum dari belum adanya Peraturan Secara
Khusus yang ditujukan untuk mengatur Teknis Pelaksanaan
Pengawasan Produk-Produk yang telah Bersertifikat Halal?

. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah di atas, penulis memperoleh tujuan
proposal penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Kepastian Hukum terimplementasikan dalam
Menjamin Produk-Produk yang telah bersertifikat Halal di
Indonesia.

2. Untuk menjelaskan Akibat Hukum dari belum adanya Peraturan
secara Khusus yang ditujukan untuk mengatur Teknis
Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang telah bersertifikat
Halal.

. Manfaat

1. Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, ilmu pengetahuan dan
sumbangsih pemikiran dapat diperoleh dalam penelitian ini bagi
kalangan akademis institusi tentang kepastian hukum
terimplementasikan dalam menjamin produk-produk yang telah
bersertifikat halal di Indonesia serta akibat hukum dari belum
adanya peraturan secara khusus yang ditujukan untuk mengatur
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Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang telah
Bersertifikat Halal.
2. Praktis

Berdasarkan manfaat praktis, penelitian yang dikaji ini
bisa bermanfaat untuk konsumen di Indonesia yang mayoritasnya
beragama muslim supaya bisa tetap mengonsumsi produk-produk
yang telah bersertifikat halal dan tidak merasa kuatir karena
kehalalan suatu produk tetap terjamin walaupun sudah
bersertifikat halal.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi uraian singkat peneliti yang
sudah pernah dilakukan terkait permasalahan yang akan diteliti oleh
peneliti lebih lanjut sehingga penelitian yang akan dilakukan
bukanlah plagiasi serta tumpang tindih dari penelitian yang
sebelumnya.’

Pertama, Skripsi yang diselesaikan pada tahun 2022, ditulis
oleh Amirul Rahman Kagami dengan judul “Kepastian Hukum
Perlindungan Konsumen dalam Kehalalan Produk Melalui
Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal”. Menurutnya Jaminan
atas kehalalan setiap produk yang ada di Indonesia selama ini
didelegasikan oleh Negara kepada LPOM MUI. Terkait dengan hal
tersebut, maka produsen berkewajiban untuk memberikan informasi
kepada konsumennya bahwa produk tertentu halal atau tidak untuk
dikonsumsi. Hal ini juga menjadi alasan kenapa produk harus
memiliki label, pernyataan, maupun sertifikat halal pada produknya
apabila produk tersebut halal untuk dikonsumsi. Setiap produk juga
harus memiliki kepastian hukum terkait pernyataan kehalalan
tersebut.®

" Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “Petunjuk
Teknik Penulisan Skripsi,” 2017.

8  Amirul Kagami, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen dalam
Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal,” Skripsi
Sarjana Hukum (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021): 9-87.
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Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian Amirul
Rahman Kagami. Persamaan yaitu terdapat pada teori nya, yang
mana Sama-sama menggunakan teori kepastian hukum dengan
tujuan untuk memastikan ataupun mengetahui kebenaran yang ada
di dalam sertifikasi halal. Selain itu, perbedaannya yaitu dalam hal
objeknya yang mana penelitian yang ditulis Amirul membahas
tentang Kepastian hukum dalan perlindungan konsumen, sedangkan
penelitian membahas tentang kepastian hukum dalam hal
pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang terjun langsung ke
lokasi pelaku usaha dengan tujuan untuk melakukan pengecekan
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Kedua, Tesis yang diselesaikan pada tahun 2018 ditulis oleh
Bintan Dzumirroh Ariny dengan Judul “Dampak Positif Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam
Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia”.
Menurutnya, tujuan terpenting pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
adalah kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan produk halal
baik dari pengaturan permohonan sertifikasi halal sampai sanksi
yang diberikan pada pelaku usaha yang tidak menaati undang-
undang ini.® Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh
Bintan lebih mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal secara Umum, sedangkan
penelitian yang akan penulis kaji membahas hal yang lebih sempit
lagi yaitu dalam hal pengawasan yang terdapat dalam Undang-
Undang Jaminan Produk Halal dan juga Peraturan Pemerintahnya.

Ketiga, artikel jurnal yang diselesaikan pada tahun 2019 ditulis
oleh Syafrida dan Ralang Hartanti dengan judul “Mewujudkan
Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen
Muslim terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav
Radbruch)”. Menurutnya, bahwa penyelenggaraan produk halal

® Bintan Dzumiroh Ariny, “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan
Produk Halal di Indonesia,” Tesis Magister Hukum (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
2018): 1-70.
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harus dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat
baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha. Pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan usaha harus mampu memberi keadilan
bagi konsumen muslim terhadap produk halal.'® Terdapat perbedaan
antara penelitian yang ditulis oleh Syafrida dan penelitian yang akan
penulis kaji. Penelitian yang ditulis oleh Syafrida fokus yang dikaji
yaitu tentang mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan
kepastian hak konsumen yang mana lebih dikhususkan untuk
konsumen muslim. Sedangkan yang akan penulis Kkaji itu fokusnya
ke dalam pengawasan serta pelaku usaha yang dijamin kehalalan
produknya.

Keempat, artikel jurnal yang diselesaikan pada tahun 2020
ditulis oleh Ida Hanifah dengan judul “Kebijakan Perlindungan
Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum”.
Menurutnya apabila kepastian hukum tidak terlaksana, maka akan
berdampak pada peraturan-peraturan di Indonesia. Akibatnya jika
tidak adanya kepastian hukum maka suatu peraturan yang berlaku di
Indonesia tidak dapat dipastikan keberlakuannya. Karena tujuannya
diciptakan suatu peraturan baru yaitu untuk menciptakan tatanan
hukum yang lebih teratur dan menjadikan Negara bergerak menjadi
lebih baik untuk menuju Negara yang lebih maju.!! Terdapat
persamaan dan perbedaan pada artikel jurnal yang ditulis oleh Ida
Hanifah dengan yang akan penulis kaji. Persamaannya yaitu terdapat
pada perlindungan hukum yang dikaji melalui kepastian hukumya.
Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Ida
Hanifah fokus yang dikaji yaitu pada pekerja rumah tangga yang jadi
permasalahannya, sedangkan yang penulis kaji fokus pada produk-
produk yang telah bersertifikat halal.

10 Syafrida dan Ralang Hartati, “Mewujudkan Perlindungan Hukum dan
Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim terhadap Produk Halal (Suatu Kajian
Ajaran Gustav Radbruch),” Jurnal Hukum Replik 7, no.l (2020): 38.
https://doi.org/10.31000/jhr.v7il.2416.

11 Ida hanifah, “Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah
Tangga melalui Kepastian Hukum,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no.2 (2020):193,
https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669.
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F. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan
hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan
upaya untuk menegakkan keadilan di suatu Negara. Keadilan
tidak akan tercapai dalam suatu Negara apabila kepastian hukum
tersebut tidak ditegakkan, karena apabila suatu aturan memiliki
kekuatan hukum yang pasti maka aturan tersebut dapat dikatakan
berjalan sehingga keadilan pun akan tercapai.

Menurut Sudikno Mertukusumo, 3 (tiga) unsur yang harus
terkandung dalam menegakkan hukum diantaranya yaitu, adanya
kepastian hukum, kemanfaatan yang dapat diperoleh serta adanya
keadilan. Ketiga unsur tersebut harus diperhatikan agar
tercapainya hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Kepastian
hukum menurut Sudikno Mertukusumo adalah, perlindungan
bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang
mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu
yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat
mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya
kepastian hukum masyarakan akan lebih tertib.*?

Tidak jauh berbeda, hal ini juga dikemukakan oleh Gustav
Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki 4
(empat) hal pokok yang erat hubungannya dengan pengertian
kepastian hukum, antara lain: hukum adalah sesuatu yang positif,
artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan;
hukum berdasarkan fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan
kenyataan yang ada; fakta yang disebutkan atau dirujuk dalam
undang-undang harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari
kesalahan makna atau penasiran dan mudah untuk dilaksanakan

2 Sudikno Mertukusumo, “Mengenal Hukum,” (Yogyakarta: Liberty,

1999):13-15.
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oleh masyarakat; agar selalu terjaganya ketertiban masyarakat
maka hukum positif tidak boleh mudah diubah.*?

Dalam teori Kepastian Hukum, Hans kelsen juga
menegaskan bahwa Undang-Undang yang berisi aturan yang
bersifat umum menjadi pedoman bagi individu yang bertingkah
laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesame
individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Dengan
adanya aturan tersebut dan adanya pelaksanaan maka asas
Kepastian Hukum dapat dinyatakan tercapai dan berhasil
terimplementasikan.4

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kepastian hukum
adalah suatu hal yang harus ada kejelasannya, tidak menimbulkan
kontradiktif dari hukum satu ke hukum yang lainnya dan dapat
dilaksanakan oleh masyarakat guna memenuhi hak dan kewajiban
masyarakat Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum
menandakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.

2. Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah
termasuk dalam regulasi yang baru. Salah satunya yaitu mengatur
tentang aturan sertifikasi halal di Indonesia yang mana baru diatur
sejak tahum 2014 setelah diterbitkannya Undang-Undang
Jaminan Produk Halal. Guna memberikan kepastian hukum
terhadap aturan sertifikasi halal pemerintah juga menerbitkan
berbagai peraturan pemerintah yang kaitannya dengan sertifikasi
halal untuk kemudian mengatur secara teknis bagaimana aturan
sertifikasi halal di Indonesia.

Di Negara Indonesia, sertifikasi halal memiliki tujuan
untuk memberikan kepastian pada produk agar terjamin

13 Ananda, “Teori Kepastian Hukum menurut Para Ahli,” Gramedia Blog,
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum  (Diakses tanggal 7
November 2023).

14 Aribowo Agustiro, “Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual
Beli di Hadapan Notaris tanpa dihadiri Para Saksi,” Jurnal Surya Kencana: Dinamika
Masalah Hukum dan Keadilan 11, no.1 (2020):85-102.
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kehalalannya agar konsumen merasa aman dan tenang jika ingin
mengonsumsinya.

Terkait dengan aturan yang menjamin kehalalan produk-
produk yang telah bersertifikasi halal dalam pengawasan, penulis
temukan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam
pasal 52 dijelaskan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*® Hal tersebut
kemudian diperjelas lagi di dalam Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam pasal 103
dijelaskan bahwa, (1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara
berkala dan/ atau sewaktu-waktu. (2) Pengawasan JpH secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan (3) Dalam hal pengawasan JpH
dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pengawasan menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan
kondisi penyelenggaraan JPH. (4) Pengawasan JpH sewaktu-
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.®

G. Metode Penelitian

Metode penelitian termasuk ke dalam rangkaian pembuatan

skripsi. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan dijelaskan
beberapa metode penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian

15 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014,” no.1

(2014): 21, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014.

16 President of The Republic of Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk
Halal,” Goverment of The Republic of Indonesia, no. 086085 (2021): 1-110,
http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-
indonesia/PP_Nomor_39 Tahun_2021.pdf.
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1. Jenis Penelitian
Pada kajian penelitian ini penulis menggunakan jenis
penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif
adalah penelitian hukum yang mensyaratkan hukum sebagai
sistem norma yang konstruktif. Sistem normatif yang
bersangkutan adalah asas, norma, kaidah peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.’
Penelitian yuridis normatif yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah penulis akan mengkaji aturan-aturan atau
regulasi-regulasi yang menjamin kehalalan produk-produk yang
telah bersertifikat halal di Indonesia.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
konseptual dan pendekatan undang-undang kaitannya dengan
permasalahan ini. Untuk pendekatan konseptual terdiri dari
konsep-konsep yang sesuai dengan pembahasan ini yaitu konsep
Jaminan Produk Halal, konsep Sertifikasi Halal, Konsep
pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat
Halal dan konsep-konsep lainnya yang sesuai dengan
pembahasan pada penelitian ini.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Adapun data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas
peraturan undang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan
dan dokumen resmi lainnya.*® Bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal

17 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum

Normatif dan Empiris,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022): 34.
18 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022): 157.
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2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk
Halal.

3) Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku
Usaha Mikro dan Kecil.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari
buku maupun jurnal-jurnal hukum yang berisi mengenai
prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli hukum dan hasil
penelitian hukum.?® Bahan hukum yang penulis gunakan
dalam penelitian ini yaitu beberapa buku dan jurnal-jurnal
yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik
pengumpulan studi pustaka. Studi pustaka yaitu penelusuran
terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kajian ini. Adapun
penelusuran pustaka akan dilakukan terhadap beberapa undang-
undang atau regulasi yang menjamin kehalalan produk-produk
yang telah bersertifikat halal di Indonesia. Penelusuran juga
dilakukan melalui sumber yang lainnya seperti buku, internet,
media ataupun yang lainnya.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis bahan
bukum dalam melakukan penelitian penelitian hukum normatif
diantaranya yaitu:
a. Teknik dalam menganalisa bahan hukum yang pertama yaitu
mengumpulkan bahan hukum terlebih dahulu. Dalam

19 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum

Normatif dan Empiris,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022): 157-158.
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penelitian hukum normatif, teknik mengumpulkan data
menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum baik
sekunder maupun primer.

b. Teknik kedua yaitu memilah bahan hukum tersebut yang
sesuai dengan tema pada pembahasan penelitian ini. Dalam
penelitian ini, bahan bukum yang digunakan yaitu beberapa
peraturan  perundang-undangan, peraturan  pemerintah,
beberapa jurnal serta buku-buku yang sesuai dengan
pembahasan pada penelitian ini.

c. Tahap analisis, yaitu menganalisis bahan baku yang sudah
diperoleh dan yang akan dibahas pada penelitian ini, dengan
menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas.

d. Menyimpulkan, yaitu kesimpulan dari penjelasan penelitian
ini, apakah permasalahannya sudah sesuai atau belum.

H. Sistematika Penulisan
Dalam skripsi ini terdapat lima sistematika penulisan yang mana tiap
babnya berisi pembahasan yang saling berkaitan antara satu bab
dengan bab yang lain, diantaranya yaitu sebagai berikut:
BAB | Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka teoritik, kajian riset sebelumnya, metode
penelitian serta sistematika penulisan.
BAB Il Gambaran Umum Asas Kepastian Hukum. Dalam bab
ini akan diuraikan mulai dari pengertian asas Kepastian Hukum,
unsur-unsur Kepastian Hukum, asas-asas yang terkandung dalam
asas Kepastian Hukum, tujuan asas Kepastian Hukum dan akibat
ketidakpastian hukum.
BAB 111 Regulasi terkait Jaminan Produk Halal di Indonesia.
Pada bab ini penulis akan membahas kaitannya dengan regulasi yang
menjamin kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat Halal
yang ada di Indonesia.
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis
akan menganalisis pertanyaan yang telah dirumuskan dalam
rumusan masalah. Oleh karena itu analisis akan fokus menjawab



32

tentang kepastian hukum terimplementasi dalam menjamin produk-
produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia serta akibat hukum
dari belum adanya peraturan secara khusus yang ditujukan untuk
mengatur teknis pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah
bersertifikat Halal di Indonesia.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang
sesuai dengan penelitian ini.

32



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap beberapa regulasi
yang mengatur Jaminan Produk Halal di Indonesia, khususnya
yang terkait dengan jaminan produk-produk yang telah
bersertifikat Halal, bahwasanya regulasi telah mengatur terkait
bagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha
setelah mendapatkan Sertifikat Halal. Namun, teknis bagaimana
pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal,
khususnya pengawasan dalam hal siapa yang berwenang dan
bertugas mengawasi, siapa yang mempunyai wewenang untuk
menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat dan kejelasan
terkait sanksi yang dapat dikenakan terhadap para pelanggar
dalam hal ini maksudnya adalah tidak menjaga kehalalan
produknya setelah mendapatkan Sertifikasi halal, belum diatur
secara khusus dalam suatu regulasi. Karena belum diatur secara
jelas di dalam suatu regulasi maka dapat dikatakan bahwasanya
pelaksanaan jaminan kehalalan produk-produk yang telah
bersertifikat Halal itu belum mencerminkan asas Kepastian
Hukum.

2. Akibat Hukum dari belum adanya peraturan secara khusus yang
ditujukan untuk mengatur teknis pelaksanaan pengawasan
produk-produk yang telah bersertifikat Halal, maka terjadi
kondisi ketidakpastian dalam hukum yang mengatur pelaksanaan
pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal. Hal
tersebut dapat berdampak pada tidak adanya jaminan kehalalan
produk-produk yang telah bersertifikat Halal, karena kenyataan
di masyarakat pun belum dilakukan monitoring dan pengawasan
secara khusus yang dilakukan oleh Satgas Halal.

B. Saran

1. Untuk pemerintah ataupun lembaga yang berwenang agar dapat
mempertimbangkannya sehingga ada kemungkinan
diterbitkannya Regulasi turunan yang dibuat secara Kkhusus

54



dengan pembahasan sistem pelaksanaan pengawasan Produk-
produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia.

2. Untuk pelaku usaha agar selalu mempertahankan status kehalalan
produknya yang telah bersertifikat Halal.

3. Untuk masyarakat agar lebih teliti, waspada dan hati-hati dalam
mengonsumsi suatu produk.
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